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1990 
Berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 52 Tahun 1990, wilayah 

hukum PTUN Medan meliputi Provinsi 

Sumatera Utara, Daerah Istimewa 

Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. 

1990 
Dengan ditetapkannya Keputusan 

Presiden Nomor 52 Tahun 1990 

tentang Pembentukan PTUN di 

Jakarta, Medan, Palembang, 

Surabaya, dan Ujung Pandang, maka 

PTUN Medan mulai beroperasional. 

1992 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

16 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

PTUN di Bandung, di Semarang, dan di 

Padang, maka Provinsi Sumatera Barat, 

dan Riau dikeluarkan dari wilayah hukum 

PTUN Medan. 1997 
Kabupaten dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Provinsi Daerah Istimewa 

Banda Aceh tidak lagi menjadi wilayah 

hukum PTUN Medan melalui Keputusan 

Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang 

Pembentukan PTUN Banda Aceh, 

Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, 

Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, 

Mataram, dan Dili. Sehingga wilayah 

hukum PTUN Medan hanya meliputi 

Provinsi Sumatera Utara. 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN 

SEJARAH 

 

 

 
 
 
 

 
ALAMAT, 

Jalan Bunga Raya Nomor 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, 

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; 

Telepon/ Faksimile (061) 80440357 / (061) 8218588; 

Alamat Elektronik: office@ptun-medan.go.id ; 

Website: https://ptun-medan.go.id . 
 

 

VISI 

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Agung dan Modern”.4 

 

 
MISI 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparasi; 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan pada masyarakat; 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.5 
 

4 PTUN Medan, “Rencana Strategis PTUN Medan 2020-2024”, 2021, diakses pada 10 Februari 2023, 
https://ptun-medan.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Renstra-2020-2024-PTUN-Medan.pdf. 

5 Ibid. 

mailto:office@ptun-medan.go.id
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WILAYAH YURISDIKSI 

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan meliputi Provinsi Sumatera 

Utara, yang terdiri atas: 

1. Kota Binjai; 

2. Kota Gunungsitoli; 

3. Kota Medan; 

4. Kota Padang Sidempuan; 

5. Kota Pematangsiantar; 

6. Kota Sibolga; 

7. Kota Tanjungbalai; 

8. Kota Tebing Tinggi; 

9. Kabupaten Asahan; 

10. Kabupaten Batu Bara; 

11. Kabupaten Dairi; 

12. Kabupaten Deli Serdang; 

13. Kabupaten Humbang Hasundutan; 

14. Kabupaten Karo; 

15. Kabupaten Labuhanbatu; 

16. Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

17. Kabupaten Labuhanbatu Utara; 

18. Kabupaten Langkat; 

19. Kabupaten Mandailing Natal; 

20. Kabupaten Nias; 

21. Kabupaten Nias Barat; 

22. Kabupaten Nias Selatan; 

23. Kabupaten Nias Utara; 

24. Kabupaten Padang Lawas; 

25. Kabupaten Padang Lawas Utara; 

26. Kabupaten Pakpak Bharat; 

27. Kabupaten Samosir; 

28. Kabupaten Serdang Bedagai; 

29. Kabupaten Simalungun; 

30. Kabupaten Tapanuli Selatan; 

31. Kabupaten Tapanuli Tengah; 

32. Kabupaten Tapanuli Utara; 

33. Kabupaten Toba. 
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INOVASI UNGGULAN PENGADILAN 

Selain pelayanan yang termaktub dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 

025/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 

Pelayanan Peradilan, Pengadilan Tata 

Usaha Negara Medan menyajikan inovasi 

Seat-BELT (Sistem Penataan Persuratan Berbasis 

Elektronik). Inovasi yang merupakan 

kebaharuan atas pengarsipan surat ini 

menghilangkan kekhawatiran risiko 

kehilangan dan kerusakan dokumen surat 

akibat menumpuknya dokumen surat atau 

kejadian diluar dugaan di kantor. Aplikasi 

Seat-BELT ini memiliki beberapa 

keunggulan yang dapat diperoleh dari 

pengelolaan arsip secara elektronik yang 

antara lain: menghemat space, kapasitas 

simpan besar, akses informasi lebih cepat, 

menghemat Sumber Daya Manusia, dan 

memperkecil kehancuran data.6 
 
 

6 Proposal Inovasi Seat-BELT PTUN Medan (Medan: 2022). 8. 
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AGEN PERUBAHAN 

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menetapkan 2 (dua) Agen Perubahan, yakni: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Irdanna Nainggolan, S.E., S.H., M.H.   Nur Sujud, S.H. 

   Sekretaris     Panitera Muda Perkara 
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PENGHARGAAN 

 

Penghargaan Internal Mahkamah Agung 

- Peringkat II Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi 

Putusan Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Beban Perkara >100 pada 

Anugerah Mahkamah Agung 2022 (Mahkamah Agung); 

- Peringkat 5 Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori 

Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Beban Perkara >100 pada Anugerah 

Mahkamah Agung 2022 (Mahkamah Agung); 

- Peringkat V Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori 

Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Beban Perkara >100 pada Anugerah 

Mahkamah Agung 2022 (Mahkamah Agung). 

 
 
Penghargaan Eksternal Mahkamah Agung 

 

- Apresiasi atas Partisipasi dalam Mendukung Digitalisasi Informasi Perkara 

Kementerian Keuangan Tahun 2022 (Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan). 
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Putusan Tahun 2022 Sisa Perkara Tahun 2022 

SľAľISľIK PERKARA ľAHUN 2022 
 
 

Keadaan Perkara PTUN Medan Tahun 2022 
 
 

Sisa Tahun 2021 48 

Perkara Masuk 159 

Putus Tahun 2022 163 

Sisa Tahun 2022 44 

Banding 71 

Kasasi 37 

Peninjauan Kembali 21 

Eksekusi 6 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Grafik di atas merupakan keadaan perkara PTUN Medan pada tahun 2022. Dapat 

disimpulkan bahwa dari Beban Perkara Tahun 2022, yang terdiri atas Sisa Perkara 

Tahun 2021 dan Perkara Masuk Tahun 2022 sejumlah 207 (dua ratus tujuh) perkara. 

Pada tahun 2022 PTUN Medan telah memutus sejumlah 163 (seratus enam puluh tiga) 

perkara, sehingga Sisa Perkara Tahun 2022 sejumlah 44 (empat puluh empat) perkara. 

Sedangkan perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding adalah sejumlah 71 (tujuh 

puluh satu) perkara, upaya hukum Kasasi sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) perkara, dan 

Peninjauan Kembali sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara. Untuk Eksekusi pada tahun 

2022 yang dimohonkan ke PTUN Medan sejumlah 6 (enam) perkara. 

Penanganan Perkara PTUN Medan Tahun 2022 

Diagram di samping 

menggambarkan persentase 

penyelesaian perkara pada PTUN 

Medan. Perkara yang diputus 

sejumlah 163 (seratus enam 

puluh tiga) perkara dari 207 (dua 

ratus tujuh) perkara atau sebesar 

79%. Sedangkan Sisa Perkara 

PTUN Medan pada tahun 2022 

adalah sejumlah 44 (empat puluh 

empat) perkara atau sebesar 21% 

dari keseluruhan beban perkara. 
 
 

21% 

79% 
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Diagram di samping 

menguraikan bahwa dari 79% 

perkara yang berhasil 

diselesaikan oleh PTUN 

Medan, yakni sejumlah 163 

(seratus enam puluh tiga) 

perkara, dengan perincian: 

Penetapan Dismissal 

sejumlah 7 (tujuh) perkara, 

Putusan Gugur sejumlah 0 

(nol)  perkara, 

Penetapan/Putusan Cabut 

sejumlah 49 (empat puluh 

sembilan) perkara, Putusan 

Ditolak        sejumlah        19 

(sembilan belas) perkara, 

Putusan Tidak Diterima 

sejumlah 66 (enam puluh 

enam) perkara, dan Putusan 

Dikabulkan    sejumlah    22 

(dua puluh dua) perkara. 

Putusan dan Penetapan PTUN Medan Tahun 2022 
 

 
Dismissal   Gugur    Dicabut    Ditolak    Tidak Diterima    Dikabulkan 

 
PENANGANAN PERKARA BERDASARKAN JENIS PERKARA 

PADA PTUN MEDAN TAHUN 2022 
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Putus Tahun 2022 Sisa Tahun 2022 

 

Dari grafik di atas dapat diuraikan bahwa dari 207 (dua ratus tujuh) perkara yang 

diperiksa oleh PTUN Medan, jenis perkara terbanyak adalah perkara Pertanahan 

sejumlah 83 (delapan puluh tiga) perkara, perkara Lain-Lain sejumlah 48 (empat puluh 

delapan) perkara, serta perkara Kepala dan Perangkat Desa sejumlah 37 (tiga puluh 

tujuh) perkara. Jenis perkara terbanyak yang diputus PTUN Medan pada tahun 2022 

adalah perkara Pertanahan sejumlah 65 (enam puluh lima) perkara, perkara Lain-Lain 

sejumlah 44 (empat puluh empat) perkara, serta perkara Kepala dan Perangkat Desa 

sejumlah 22 (dua puluh dua) perkara. Sedangkan untuk perkara Kepegawaian dan 

perkara PAW berhasil diselesaikan seluruhnya pada tahun 2022. 

18 

4 

65 
15 

44 

0 1 
2 

14 0 0 2 
0

 0 0 0 3 0 0 0 2 12 
0 0 0 0  0 4 0 0 0 1 

 

1   1     0 

 


